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BAB III 

PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai 

berikut : 

Pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi di lingkungan 

pemerintahan Kabupaten Sleman dilaksanakan dan diselesaikan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni terdapat 

seseorang Pegawai Negeri Sipil yang menempuh upaya administrasi 

yang berupa banding administrasi ke BAPEK setelah mendapat sanksi 

yang berupa pemberhentian tidak dengan hormat yang terjadi pada 

tahun 2011. Setelah oknum Pegawai Negeri Sipil tersebut menempuh 

upaya administrasi, BKD membuat suatu tanggapan terhadap banding 

administrasi yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil. Tanggapan ini 

berupa jawaban terhadap banding administrasi yang disampaikan oleh 

oknum Pegawai Negeri Sipil yang menempuh upaya administrasi. 

Pemerintah Kabupaten Sleman memberikan bantuan untuk 

memperlancar proses dan mempermudah oknum Pegawai Negeri Sipil 
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dalam menempuh upaya administrasi, baik berupa bantuan informasi 

maupun pengedukasian mengenai hak-hak dan kewajiban Pegawai 

Negeri Sipil. Pada akhirnya putusan yang dikeluarkan BAPEK adalah 

memperkuat putusan sebelumnya. 

 

2. SARAN 

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan sebelumnya, maka 

penulis memberikan saran, sebagai berikut : 

Untuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman, 

berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, selama ini masalah yang 

dihadapi Pegawai Negeri Sipil yang menerima sanksi hukuman 

disiplin adalah kurangnya fasilitas, yaitu teman untuk membagi 

masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, penulis sarankan kepada 

BKD Kabupaten Sleman untuk menyiapkan tenaga khusus (psikologi) 

agar menyelesaikan masalah seperti ini sehingga Pegawai Negeri Sipil 

yang dikenakan sanksi hukuman disiplin dapat meringankan beban 

mental yang dideritanya dan kembali menaati peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 
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